PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Majapahit Nomor 5 Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
Kode Pos 51111 Telepon (0285) 421243 Faksimile (0285) 421243

Vs Pos-el: https://kominfo.pekalongankota.go.id Laman: htips://kominfo.pekalongankota.go.id/

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA
PEKALONGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR ©/\84 [So0-\2\@ TAHUN 2025
TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik kecuali
Informasi Publik bersifat ketat dan terbatas;

b. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi
Publik badan publik wajib membuat pertimbangan
tertulis atas setiap kebijakan yang dilakukan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu
menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Klasifikasi
Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota
Pekalongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
851}J;

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang

Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5149);

. 1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

2. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun

2024 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2024 Nomor 6);

3. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor

B/142.2/500.12.18/2025 Tahun 2025

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN.

Menetapkan  Daftar  Klasifikasi Informasi yang
Dikecualikan Pemerintah Kota Pekalongan, yang daftarnya
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
B/142.2/500.12.18/2025 Tahun 2025 yang tercantum
dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dalam Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Pekalongan,
pada tanggal S MaseX 1025

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH
KOTA PEKALONGAN,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA PEKALONGAN SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

NOMOR @ /tsA4 /soo -\2. 8 TAHUN 2025

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN

Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik

No o — Dasar Hukum Pen.gecuahan Jangka Waktu
Informasi Dibuka Ditutup
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. |Rincian harga penawaran | e Undang-Undang Nomor 5 Tahun | Mengakibatkan Mendorong Sela_r?ﬁ proses
dari calon penyedia barang 1999 tentang Larangan Praktek | persaingan usaha persaingan usaha genlnl -~
dan jasa Monopoli dan Persaingan Usaha | yang tidak sehat yang sehat eriangsung
Tidak Sehat
e Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 17 huruf b '

e Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah  diubah
dengan  Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan




Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Pasal
26 ayat (3)

Rincian Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 17 huruf b

Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah  diubah
dengan  Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas  Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Pasal
26 ayat (3)

Mengakibatkan
persaingan usaha
yang tidak sehat

Mendorong
persaingan usaha
yang sehat

Selama
pemilihan
berlangsung

proses




Gambar  Detail = Desain
(Confidential pada Detail
Engineering Design (DED))
yang memuat:

a. Rincian Rencana
Anggaran Biaya (RAB)

b. Spesifikasi Teknis
c. Justifikasi Teknis
d. Detail Perhitungan

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 17 huruf b

Mengakibatkan
persaingan usaha
yang tidak sehat

Mendorong
persaingan  usaha
yang sehat

Terbatas  sampai
proses serah terima
pekerjaan
konstruksi

Dokumen  Laporan  Hasil
Pemeriksaan(LHP), Kertas
Kerja Pemeriksaan (KKP),
Naskah Hasil Pemeriksaan
(NHP) dan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan
(TLHP).

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 17 hurufidan j.

Dapat
disalahgunakan oleh
pihak-pihak tertentu

Menjaga kepercayaan | Terbatas sampai

dengan tindak
lanjut hasil
pemeriksaan
selesai

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH

KOTA PEKALONGAN,
{AH KON




LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2025
Nomor /\Az.2/Sc\2\8/102%

Pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Pekalongan telah dilakukan
Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada tabel di bawah ini :

! Dasar Hukum Pengecualian Konsekuensi/ Pertimbangan bagi Publik
i ook Informasi Dibuka Ditutup e
(1) (2) (3) (4) () (6)
1. | Rincian harga penawaran e Undang-Undang Nomor 5 Tahun Mengakibatkan Mendorong Selama  proses
dari calon penyedia barang 1999 tentang Larangan Praktek persaingan usaha persaingan usaha pemilihan
) : ; 3 berlangsung
dan jasa Monopoli dan Persaingan Usaha yang tidak sehat yang sehat
Tidak Sehat
e Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 17 huruf b

e Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana  telah  diubah
dengan Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan  atas  Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pasal 26 ayat (3)




Rincian Harga Perkiraan
Sendiri (HPS)

e Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 17 huruf b

Peraturan Presiden Nomor 16
Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana  telah  diubah
dengan  Peraturan Presiden
Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan  atas  Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Pasal 26 ayat (3)

Mengakibatkan
persaingan usaha
yang tidak sehat

Mendorong
persaingan usaha
yang sehat

Selama
pemilihan
berlangsung

proses

Gambar Detail Desain
(Confidential pada Detail
Engineering Design (DED))
yang memuat:

e. Rincian Rencana
Anggaran Biaya (RAB)
Spesifikasi Teknis
Justifikasi Teknis

oL

h. Detail Perhitungan

Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik
Pasal 17 huruf b

Mengakibatkan
persaingan usaha
yang tidak sehat

Mendorong
persaingan usaha
yang sehat

Terbatas sampai
proses serah
terima pekerjaan
konstruksi




Dokumen Laporan Hasil
Pemeriksaan(LHP), Kertas
Kerja Pemeriksaan (KKP),
Naskah Hasil Pemeriksaan
(NHP) dan Tindak Lanjut
Laporan Hasil Pemeriksaan
(TLHP).

Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008
Keterbukaan Informasi
Pasal 17 hurufi dan j.

tentang
Publik

Dapat
disalahgunakan
oleh pihak-pihak
tertentu

Menjaga
kepercayaan publik

Terbatas sampai
dengan tindak

lanjut hasil
pemeriksaan
selesai

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMERINTAH

KOTAPEKA
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Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No Nama Jabatan Unit Kerja Tanda Tangan
C A KaMads 855 \CadrA  \Comihe | %

> [T Mr, 8, M. 57 | bakis (ip | M ovan [
PN o B SE. | Fronede ot B Mo D bonies NI,
* Jéfﬁ \ocu( Yo Winarko, .6, MM | JF Analis Keuangon Pusat dan Daerah BPKAD . /\
* N Lomong Rinoleo, A-Ma Kasubag, Busllaon - PSE | oy PBIL Moo Borgy g

*  |Erna Catur Sebyanmymvm . T m V.aw(m.; UMom o feps gawomtion gy 9\¢y5‘7)w\‘ b /C_j% i
7] g Yohawel | S-S, Arolis Publikasi  fro compun £n9-  Prokompun / W
| piaw MALTHA AN | Analts  Humas 9ok _ OPW /\/?ozfm,lf-
> Foyormawan  frabowo Prescom - Terampy) PprapTsp % )
i Mongmmag (\\'0‘]’\\&3“'\( AT ?mjd&'\ Ddn don \nw; &?\Mh\ %
B fewie Makk 0. PPUPD Forbor [ s poecier !
* | M Xdtcgonmon fonote Komp  Pereci. oy @ ./
> By A fobbTd, Q13T lgr g

14. A@l\o 4“_€ e H peome (> byt = U .
15. /A(W” A \asi Shhishe Dineorminea Dinkom ingo 0)"\
o Arue Rmah Oy Sekrebartot Dinas Komoego Ww




4% %M Aﬁ{\, 'P\[Q‘/\UM/\ M Q\/S \%M/\/\l ‘ M,
8, Febrma T Penclaaln  Tewnic \abijokan Dinkomineo 7’\
P DO A Suge (e Dadanendy @M
20. A Corcunt- Gt llep ()\‘uo«mtr—b (\7‘%

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh dengan ketelitian.

Menyetujui o
Pada Tanggal 29 KeOwast

PEJABAT PENLA INFORMASI DAN

Nip. -1&711017 199903 1 007




